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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan sistem pencatatan nikah, talak, 

cerai, dan rujuk (NTCR) dalam penyelenggaraan hukum keluarga Islam di 

Indonesia, khususnya di Banten. Perkembangan tersebut tidak hanya berkaitan 

dengan perubahan ketentuan hukum, tetapi juga dengan perubahan kewenangan, 

kelembagaan, mekanisme penyelenggaraan, dokumentasi, pembiayaan, dan 

pengawasan. Roepa-Roepa Keur Reglement Hal Politie dan Prentah serta 

Berbagei-bagei Peraturan Jang Perloe Boewat Sekalian Prijai-prijai di Residentie 

Bantam Tahun 1899 menjadi sumber penting karena memuat ketentuan mengenai 

penyelenggaraan NTCR di Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem 

pencatatan NTCR dalam Reglement Nomor 16 Tahun 1899 serta menganalisis 

transformasinya di Banten dalam perspektif sejarah sosial Akh. Minhaji. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (library 

research) yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

sejarah sosial hukum Islam sebagaimana dikembangkan oleh Akh. Minhaji. Sumber 

primer meliputi Roepa-Roepa Keur Tahun 1899 dan peraturan perundang-

undangan terkait pencatatan NTCR, sedangkan sumber sekunder berupa buku, 

jurnal, tesis, disertasi, dan literatur relevan. Data dianalisis melalui analisis historis, 

analisis isi, dan interpretasi sejarah sosial dengan menggunakan tiga konsep utama, 

yaitu otoritas, kontinuitas, dan perubahan. Ketiga konsep tersebut digunakan untuk 

melihat perubahan sistem pencatatan NTCR sebagai proses historis yang tetap 

berkaitan dengan perkembangan sebelumnya. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reglement Nomor 16 Tahun 1899 menata 

penyelenggaraan NTCR melalui pengaturan kewenangan penghulu, pembagian 

wilayah dan tugas, keterlibatan penghulu amil, kepala desa, dan Raad Agama, 

mekanisme pemberitahuan dan pencatatan, dokumentasi melalui surat keterangan 

dan register, serta pembiayaan dan pengawasan. Dalam perspektif sejarah sosial 

Akh. Minhaji, transformasi tersebut menunjukkan reorganisasi otoritas penghulu 

dan perubahan hubungan antarlembaga, mekanisme penyelenggaraan, 

dokumentasi, pembiayaan, serta pengawasan. Perubahan tersebut menunjukkan 

semakin kuatnya dimensi administratif dalam penyelenggaraan NTCR, tetapi tidak 

menghapus fungsi hukum dan keagamaan penghulu. Dengan demikian, 

transformasi sistem pencatatan NTCR di Banten merupakan proses perubahan 

kelembagaan dan administratif yang berlangsung bersamaan dengan kontinuitas 

fungsi hukum dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat Muslim Banten. 

 

Kata kunci: Transformasi, Pencatatan NTCR, Banten, Roepa-Roepa Keur, Sejarah 

Sosial. 
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ABSTRACT 

This research is motivated by the development of the recording system for marriage, 

repudiation, divorce, and reconciliation (NTCR) in the administration of Islamic 

family law in Indonesia, particularly in Banten. This development was not only 

related to changes in legal provisions, but also to changes in authority, institutions, 

administrative mechanisms, documentation, financing, and supervision. Roepa-

Roepa Keur Reglement Hal Politie dan Prentah serta Berbagei-bagei Peraturan 

Jang Perloe Boewat Sekalian Prijai-prijai di Residentie Bantam of 1899 is an 

important source because it contains provisions concerning the administration of 

NTCR in Banten. This research aims to examine the NTCR recording system under 

Reglement Number 16 of 1899 and analyze its transformation in Banten from the 

perspective of Akh. Minhaji’s social history of Islamic law. 

 

This research is a qualitative study using library research and is descriptive-

analytical in nature. It employs a social history of Islamic law approach as 

developed by Akh. Minhaji. The primary sources include the Roepa-Roepa Keur of 

1899 and legislation concerning NTCR registration, while secondary sources 

consist of books, journals, theses, dissertations, and relevant literature. The data 

were analyzed through historical analysis, content analysis, and social-historical 

interpretation using three main concepts: authority, continuity, and change. These 

concepts are used to examine changes in the NTCR recording system as a historical 

process that remains connected to previous developments. 

 

The findings show that Reglement Number 16 of 1899 organized the administration 

of NTCR through provisions concerning the authority of the penghulu, territorial 

and functional divisions, the involvement of penghulu amil, village heads, and the 

Raad Agama, notification and registration procedures, documentation through 

certificates and registers, as well as financing and supervision. From Akh. Minhaji’s 

social history perspective, this transformation involved the reorganization of the 

penghulu’s authority and changes in inter-institutional relations, administrative 

mechanisms, documentation, financing, and supervision. These changes 

demonstrate an increasingly administrative dimension in the administration of 

NTCR, but did not eliminate the legal and religious functions of the penghulu. Thus, 

the transformation of the NTCR recording system in Banten was a process of 

institutional and administrative change that occurred alongside the continuity of 

legal and religious functions within the Muslim community in Banten. 

 

Keywords: Transformation, NTCR Registration, Banten, Roepa-Roepa Keur, Social 

History.  
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MOTTO 

Mulai ku yakin akan ada yang membumi adalah jawaban dari segala yang ku 

langitkan. Dan pasti akan ada yang membumi adalah jawaban dari segala yang ku 

langitkan. 

(Soloensis, Yakin) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan 

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini 

menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya 

adalah sebagai berikut. 

A. Konsonan Tunggal 

Aksara Arab Aksara Latin 

Simbol Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi) 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa Ṡ Es dengan titik di atas ث

 Ja J Je ج

 Ha Ḥ Ha dengan titik di bawah ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Zet dengan titik di atas ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Sad Ṣ Es dengan titik di bawah ص

 Dad ḍ De dengan titik di bawah ض

 Ta Ṭ Te dengan titik di bawah ط
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 Za Ẓ  Zet dengan titik di bawah ظ

 Ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Ga G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 Ham H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 

Syaddah (-  ّ -), ditulis dua kali. Contoh:  إسلامي ة ditulis Islāmiyyah. 

C. Ta’ Marbūtah di Akhir Kata 

1. Apabila dimatikan atau berharakat sukun ditulis H, kecuali kata-kata Arab 

yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, contoh shalat, zakat, dan 

sebagainya. Contoh  حَمْدلََة ditulis H̩amdalah. 

2. Apabila dihidupkan ditulis T )ْت(, seperti قبلة  ditulis Qiblat. 

D. Vokal Pendek 

1. Fathah ( َّ ) ditulis A, contoh  َفعََل ditulis Fa’ala. 

2. Kasrah (  ّ ) ditulis I, contoh  َل  .ditulis Fa’ila فعَ 

3. Dhommah (  ّ ) ditulis U, contoh  َل  .ditulis Fu’ila ف ع 
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E. Vokal Panjang 

Masing-masing penulisan latin atau bahasa Indonesia bagian atas huruf vokal 

menggunakan tanda hubung (-). 

1. A panjang ditulis ā, contoh   سْل مَان  .ditulis muslimāni م 

2. I panjang ditulis ͞i, contoh  مسلمين muslim͞in. 

3. U panjang ditulis ū, contoh  مسلمون ditulis muslimūn. 

F. Vokal Rangkap 

1. Fathah ( َّ ) dan Ya mati (ْي) ditulis AI. Contoh:   َأيَْن ditulis Aina. 

2. Fathah ( َّ ) dan Wawu sukun (ْو) ditulis AU. Contoh: صَوْتٌ   ditulis Şautun. 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof (’) 

 .ditulis A’antum ءَأنَْت مْ  .1

 .ditulis Syai’un شيء  .2

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti Alif Lam Qomariyyah, contoh   الحديث ditulis al-H̩ad͞its,   الإسلام

ditulis al-Islām. 

2. Bila diikuti Alif Lam Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf, 

kemudian huruf Alif Lam-nya dihilangkan. Contoh السُّنة  ditulis as-Sunnah. 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

1. Ditulis berdasarkan penulisannya. Contoh ا ول وا الَْْلْبَاب  ditulis Ulu al-Bāb. 

2. Ditulis berdasarkan bunyi pengucapannya dalam rangkaian kalimat. Contoh 

 .ditulis Ahlul-Bait atau Ahl al-Bait  أهَْل  الْبيَْت
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam hukum 

keluarga Islam karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara suami dan 

istri, tetapi juga dengan perlindungan keturunan, kepastian nasab, pemenuhan 

hak-hak keluarga, dan ketertiban sosial dalam masyarakat. Dalam perspektif 

hukum Islam klasik, perkawinan dipahami sebagai akad yang sah apabila 

memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, 

dan ijab kabul.1 Dalam perkembangan masyarakat, keabsahan normatif tersebut 

kemudian berhadapan dengan kebutuhan akan kepastian hukum yang dapat 

dibuktikan dan diakui dalam kehidupan sosial dan administratif.2 Oleh karena 

itu, pencatatan perkawinan berkembang tidak semata-mata sebagai kegiatan 

administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum bagi para pihak, terutama perempuan, anak, serta 

kepentingan keluarga secara lebih luas.3 

Dalam konteks Indonesia, pencatatan perkawinan memperoleh landasan 

hukum yang semakin kuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

 
1 Muhammad Fahrol dan Mhd Haikal, “Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab: (Studi 

Pustaka),” Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat 2, no. 2 (2025), hlm. 22. 

2 Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara Studi terhadap Perundang-

undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia (ACAdeMIA, 2022), hlm. 

327. 

3 Elisa Rani dan Anggra Prima, “Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Kepastian Hukum 

Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bengalon,” Al Amiyah: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 02 

(2025), hlm. 221-223. 
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tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.4 Bagi masyarakat 

Muslim, pencatatan perkawinan kemudian ditempatkan dalam sistem 

administrasi hukum keluarga Islam melalui Kantor Urusan Agama (KUA).5 

Namun, sistem tersebut bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba setelah 

Indonesia merdeka. Administrasi perkawinan yang kemudian berkembang 

dalam kelembagaan negara Indonesia memiliki akar historis yang lebih panjang 

dan berkaitan dengan perubahan kedudukan penghulu serta pengaturan 

kehidupan keluarga masyarakat Muslim sejak masa kolonial. 

Salah satu perkembangan penting terjadi setelah kemerdekaan ketika 

Pemerintah Indonesia membentuk Departemen Agama berdasarkan Penetapan 

Pemerintah Nomor 1/SD tanggal 3 Januari 1946. Pembentukan lembaga tersebut 

menjadi bagian dari proses penataan kembali urusan keagamaan dalam struktur 

pemerintahan Indonesia. Fungsi penghulu dan administrasi perkawinan yang 

sebelumnya berada dalam lingkungan pemerintahan kolonial kemudian secara 

bertahap ditempatkan dalam sistem kelembagaan negara Indonesia, antara lain 

melalui Maklumat Menteri Agama H.M. Rasjidi Nomor 2 tanggal 23 April 

1946.6 Perkembangan ini menunjukkan adanya kesinambungan tertentu dalam 

pengelolaan urusan perkawinan sekaligus perubahan kelembagaan dan 

 
4 Pasal 2 ayat (2). 

5 Ridwan Jamal dkk., “Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama sebagai Fakta Hukum 

Perkawinan Masyarakat Muslim,” Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, Vol. 2, no. 2 (2022), 

hlm. 116. 

6 “Sejarah,” Kementerian Agama Republik Indonesia, https://kemenag.go.id/profil/sejarah, 

akses 28 Mei 2026. 
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administrasi setelah terbentuknya negara Indonesia. Karena itu, perkembangan 

sistem pencatatan NTCR perlu ditelusuri dari proses historis yang 

mendahuluinya. 

Akar historis tersebut antara lain dapat dilihat pada kebijakan pemerintah 

Hindia Belanda dalam menata kehidupan masyarakat Muslim pada akhir abad 

ke-19. Staatsblad 1895 No. 198 dan Staatsblad 1898 No. 149 memuat ketentuan 

yang berkaitan dengan administrasi perkawinan masyarakat pribumi.7 Dalam 

konteks Banten, perkembangan pengaturan tersebut kemudian tercermin dalam 

Roepa-Roepa Keur Reglement Hal Politie dan Prentah serta Berbagei-bagei 

Peraturan Jang Perloe Boewat Sekalian Prijai-prijai di Residentie Bantam yang 

diterbitkan pada tahun 1899.8 Sebagai regulasi yang berlaku dalam lingkungan 

Residentie Bantam, dokumen tersebut memberikan gambaran mengenai cara 

pemerintah kolonial menata kehidupan masyarakat melalui aturan-aturan yang 

bersifat lokal. 

Roepa-Roepa Keur Reglement Nomor 16 Tahun 1899 memiliki arti 

penting karena memuat pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR), sekaligus kedudukan penghulu dalam 

pelaksanaannya.9 Dengan demikian, regulasi tersebut memperlihatkan bahwa 

penyelenggaraan NTCR pada masa itu telah ditempatkan dalam suatu sistem 

 
7 Muhammad Jazil Rifqi, “Sejarah Sosial Talak di Depan Pengadilan Agama dalam 

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,” AL-HUKAMA’, Vol. 11, no. 2 (2021), hlm. 66. 

8 Roepa-reopa Keur Reglement hal Politie dan Prentah, serta berbagei-bagei Peratoeran 

Jang Perloe Boewat Sekalian Prijai-prijai di Residentie Bantam (Batavia: Pertjitakan Toewan-

toewan Albrecht & Co., 1899), hlm. 74. 

9 Ibid., hlm. 74-79. 
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yang menghubungkan otoritas keagamaan dengan struktur pemerintahan dan 

administrasi lokal. 

Pengaturan tersebut dapat dilihat secara lebih konkret dalam mekanisme 

pencatatan dan pelaporan. Roepa-Roepa Keur Reglement Nomor 16 mengatur 

keberadaan register, hubungan pencatatan antara penghulu dan kepala desa, 

pencatatan jumlah talak dalam dokumen perceraian, serta pemberitahuan 

mengenai peristiwa talak dan rujuk kepada penghulu yang sebelumnya 

melangsungkan perkawinan.10 Fatsal 2 Roepa-Roepa Keur Reglement Nomor 16 

juga mengatur kewajiban untuk melaporkan peristiwa talak atau rujuk kepada 

penghulu dalam jangka waktu tertentu sekaligus menetapkan sanksi terhadap 

pelanggaran kewajiban tersebut.11 Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa 

perkawinan, talak, dan rujuk tidak lagi hanya diposisikan sebagai peristiwa 

hukum keagamaan yang berlangsung dalam relasi antara individu dan otoritas 

agama, tetapi juga sebagai peristiwa yang harus masuk ke dalam mekanisme 

pelaporan, pencatatan, dan pengawasan administratif. 

Namun demikian, kemunculan mekanisme tersebut tidak dapat dipahami 

sebagai suatu proses yang sepenuhnya baru pada tahun 1899. Pengaturan 

administratif terhadap NTCR perlu ditempatkan dalam sejarah panjang 

perkembangan otoritas keagamaan di Banten. Banten telah berkembang sebagai 

salah satu pusat Islam penting di wilayah barat Pulau Jawa sejak masa 

 
10 Ibid., Fatsal 7 dan 9, hlm. 77–78. 

11 Ibid., hlm. 75. 
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Kesultanan Banten dan memiliki tradisi keagamaan yang kuat.12 Dalam struktur 

Kesultanan Banten, elite agama memiliki kedudukan penting dalam kehidupan 

sosial dan pemerintahan. Kedudukan tersebut juga tercermin dalam bidang 

peradilan, ketika pada masa Sultan Hasanuddin urusan peradilan disebut berada 

di bawah pimpinan qadhi dan didasarkan pada hukum syariah, sementara pada 

masa Sultan Ageng Tirtayasa (1651–1680) penerapan hukum Islam berkembang 

semakin kuat.13 Hal tersebut menunjukkan bahwa otoritas keagamaan dan 

praktik hukum Islam telah memiliki basis kelembagaan dan sosial sebelum 

mengalami penataan dalam struktur pemerintahan kolonial. 

Perubahan lingkungan kelembagaan tersebut semakin nyata setelah 

intervensi pemerintah kolonial terhadap Kesultanan Banten pada awal abad ke-

19. Peristiwa tahun 1808 yang berkaitan dengan kebijakan Daendels membawa 

perubahan mendasar terhadap struktur kekuasaan kesultanan.14 Meskipun 

kekuasaan politik kesultanan mengalami kemunduran, keberadaan ulama dan 

otoritas keagamaan tidak serta-merta hilang dari kehidupan masyarakat Banten. 

Otoritas tersebut kemudian berhadapan dengan struktur pemerintahan kolonial 

yang semakin birokratis, termasuk melalui penataan jabatan penghulu. Dengan 

demikian, perkembangan administrasi NTCR pada akhir abad ke-19 

 
12 Ika Rifqiawati dkk., “Riwayat bangunan bersejarah sebagai peninggalan masa kesultanan 

Banten,” AGASTYA: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya, Vol. 13, no. 2 (2023), hlm. 150. 

13 Malik Ibrahim, Historisitas Peradilan Agama Di Indonesia (Sejak Masuknya Islam Di 

Indonesia Sampai Era Reformasi) (Yogyakarta: IERPRO KREASINDO, 2018), hlm. 26–27. 

14 Muhamad Nandang Sunandar dkk., “Konflik Mangkubumi Wargadireja dengan 

Daendels Dalam Pembangunan Pangkalan Armada Perang di Teluk Meeuwen Banten Tahun 1808,” 

Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities, Vol. 5, no. 01 (2024), hlm. 49–

55. 
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berlangsung dalam konteks perubahan struktur kekuasaan, tetapi sekaligus di 

atas keberlanjutan fungsi sosial-keagamaan yang telah hidup dalam masyarakat 

Banten. 

Dalam konteks itulah Roepa-Roepa Keur Reglement Nomor 16 Tahun 

1899 perlu ditempatkan. Fatsal 13 menyebutkan bahwa regulasi tersebut 

merupakan revisi atas beberapa keputusan Residen Banten sebelumnya, antara 

lain Besluit Resident Bantam tanggal 3 November 1897 Nomor 7458/38 dan 

tanggal 15 Januari 1898 Nomor 331/38.15 Ketentuan tersebut menunjukkan 

bahwa pengaturan kehidupan masyarakat Banten telah mengalami proses 

penyesuaian secara bertahap dalam administrasi kolonial. Oleh karena itu, 

Roepa-Roepa Keur Reglement Nomor 16 bukanlah suatu aturan yang berdiri 

sendiri dan bukan pula titik awal seluruh praktik NTCR, melainkan bagian dari 

proses transformasi kelembagaan yang berlangsung secara bertahap. 

Transformasi tersebut penting dikaji karena memperlihatkan adanya 

perubahan sekaligus kesinambungan. Fungsi penghulu sebagai otoritas 

keagamaan tetap dipertahankan, demikian pula unsur-unsur hukum Islam dalam 

penyelenggaraan perkawinan dan talak-rujuk. Akan tetapi, pelaksanaan fungsi 

tersebut mengalami penataan melalui struktur jabatan, pembagian kewenangan, 

prosedur administratif, dokumentasi, serta hubungan dengan aparatur 

pemerintahan.16 Dengan demikian, perubahan sistem pencatatan NTCR tidak 

cukup dipahami sebagai perubahan tata cara administrasi semata, tetapi sebagai 

 
15 Roepa-reopa Keur Reglement hal Politie dan Prentah, Fatsal 13, hlm. 79. 

16 Ibid., hlm. 74-79. 
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bagian dari perubahan hubungan antara otoritas keagamaan, masyarakat 

Muslim, dan pemerintahan kolonial. 

Persoalan tersebut menjadi semakin penting apabila dikaji melalui 

perspektif sejarah sosial. Hukum tidak hanya hadir sebagai seperangkat norma 

tertulis, tetapi juga bekerja dalam struktur sosial tertentu dan berhubungan 

dengan aktor, lembaga, serta kondisi politik dan budaya yang melingkupinya.17 

Dalam kajian sejarah hukum Islam, pendekatan sejarah sosial dapat digunakan 

untuk memahami perkembangan hukum sebagai proses yang berkaitan dengan 

masyarakat tempat hukum tersebut tumbuh dan diterapkan.18 Dalam penelitian 

ini, perspektif sejarah sosial Akh. Minhaji digunakan untuk membaca perubahan 

tersebut dengan memperhatikan hubungan antara perubahan dan 

kesinambungan. Dengan perspektif ini, Roepa-Roepa Keur Reglement Nomor 

16 tidak hanya dibaca sebagai teks peraturan, tetapi juga sebagai bagian dari 

proses perubahan sosial dan kelembagaan dalam kehidupan masyarakat Muslim 

Banten. 

Sejumlah penelitian mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia telah 

membahas persoalan tersebut dari perspektif hukum keluarga Islam,19 

 
17 Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, “Sistem Hukum Modern Lawrance M. 

Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital,” Sapientia 

Et Virtus, Vol. 7, no. 2 (2022), hlm. 87–93. 

18 Havis Aravik dkk., “Islamic Law in Historical Perspective; A Critical Study of Joseph 

Schacht’s Thought,” Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII), Vol. 1, no. 2 (2023), hlm. 282. 

19 Wisnu Indradi, “Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Tambahan 

Perspektif Maqashid Asy-syari’ah Jamaluddin Atiyah” (Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 

2025). 
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perkembangan regulasi nasional,20 maupun perkembangan administrasi 

perkawinan dalam konteks hukum nasional. Akan tetapi, kajian yang secara 

khusus menempatkan Roepa-Roepa Keur Reglement Nomor 16 Tahun 1899 

sebagai sumber primer untuk memahami transformasi sistem pencatatan NTCR 

di Banten masih terbatas. Padahal, regulasi lokal tersebut dapat memberikan 

gambaran mengenai perubahan kedudukan penghulu dan tata kelola NTCR 

dalam lingkungan pemerintahan kolonial pada tingkat lokal. Keterbatasan 

tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian untuk mengkaji hubungan antara 

perubahan regulasi dengan perubahan struktur otoritas dan administrasi 

kehidupan keluarga masyarakat Muslim Banten. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada transformasi 

sistem pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk di Banten dengan menjadikan 

Roepa-Roepa Keur Reglement Nomor 16 Tahun 1899 sebagai sumber primer 

dalam perspektif sejarah sosial Akh. Minhaji. Penelitian ini tidak hanya 

mengidentifikasi ketentuan mengenai pencatatan NTCR, tetapi menganalisis 

perubahan sistem tersebut dalam kaitannya dengan struktur kewenangan 

penghulu, mekanisme penyelenggaraan dan hubungan antarlembaga, 

dokumentasi dan register, serta pembiayaan dan pengawasan. Dengan demikian, 

penelitian ini diarahkan untuk menunjukkan bahwa Roepa-Roepa Keur 1899 

merupakan salah satu momentum penting dalam proses transformasi 

administrasi NTCR di Banten, yaitu proses yang memperlihatkan perubahan 

 
20 Nafi’ Mubarok, “Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia,” Justicia Islamica, 

Vol. 14, no. 1 (2017), hlm. 71–86. 
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bentuk dan mekanisme kelembagaan tanpa sepenuhnya memutus 

kesinambungan fungsi keagamaan yang telah berakar dalam masyarakat Muslim 

Banten. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat ditemukan beberapa rumusan masalah, sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana transformasi sistem pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk 

(NTCR) di Banten yang terdapat dalam Roepa-roepa Keur Reglement Hal 

Politie dan Prentah serta Berbagei-bagei Peraturan Jang Perloe Boewat 

Sekalian Prijai-prijai di Residentie Bantam 1899? 

2. Bagaimana transformasi sistem pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk 

(NTCR) di Banten tersebut dipahami melalui perspektif sejarah sosial Akh. 

Minhaji? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini 

ditujukan untuk memberikan manfaat secara teoritis dan praktis serta 

mendeskripsikan secara mendalam mengenai: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis transformasi 

sistem pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR) di Banten 

sebagaimana diatur dalam Roepa-Roepa Keur Reglement Hal Politie dan 
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Prentah serta Berbagei-bagei Peraturan Jang Perloe Boewat Sekalian 

Prijai-prijai di Residentie Bantam tahun 1899. 

b. Untuk menganalisis transformasi sistem pencatatan nikah, talak, cerai, 

dan rujuk (NTCR) di Banten melalui perspektif sejarah sosial Akh. 

Minhaji, dengan memperhatikan konteks sosial-historis, perubahan 

struktur kewenangan, serta hubungan antara masyarakat Muslim, otoritas 

keagamaan, dan pemerintahan di Banten. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum 

keluarga Islam, khususnya sejarah hukum dan sejarah sosial hukum 

Islam, serta memberikan pemahaman mengenai transformasi sistem 

pencatatan NTCR dalam konteks sosial-historis Banten. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi 

dan peneliti dalam mengkaji sejarah perkembangan administrasi hukum 

keluarga Islam, khususnya sistem pencatatan NTCR di Banten. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian mengenai pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga 

Islam di Indonesia telah menjadi perhatian sejumlah peneliti. Berbagai penelitian 

terdahulu mengkajinya dari perspektif sejarah hukum, politik hukum kolonial, 

perubahan kelembagaan penghulu, perkembangan administrasi perkawinan, 

serta kajian normatif mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Penelitian-
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penelitian tersebut memberikan landasan untuk memahami bahwa sistem 

pencatatan perkawinan di Indonesia terbentuk melalui proses historis dan tidak 

dapat dilepaskan dari perkembangan struktur hukum, kelembagaan, dan 

kehidupan sosial masyarakat. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus 

menempatkan Roepa-Roepa Keur Reglement Hal Politie dan Prentah serta 

Berbagei-bagei Peraturan Jang Perloe Boewat Sekalian Prijai-prijai di 

Residentie Bantam tahun 1899 sebagai sumber primer untuk mengkaji 

transformasi sistem pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR) di Banten 

masih terbatas. 

Pertama, penelitian Nanda Aryandita Isthi’ana Putri dkk. (2025) 

membahas sejarah pembentukan hukum di Indonesia dari masa kolonial hingga 

masa reformasi.21 Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai 

perubahan sistem hukum Indonesia dalam berbagai periode sejarah dan 

menunjukkan bahwa pembentukan hukum nasional berlangsung melalui proses 

historis yang dipengaruhi oleh perubahan politik dan kelembagaan. Penelitian 

ini relevan bagi penelitian yang dilakukan karena memberikan gambaran umum 

mengenai perkembangan hukum Indonesia dalam lintasan sejarah. Namun, 

penelitian tersebut memiliki cakupan yang luas dan tidak secara khusus 

membahas perkembangan administrasi perkawinan maupun sistem pencatatan 

NTCR di tingkat lokal. Penelitian ini melanjutkan kajian tersebut dengan 

memusatkan perhatian pada Banten dan menjadikan regulasi kolonial tahun 

 
21 Nanda Aryandita Isthi’ana Putri dkk., “Sejarah Pembentukan Hukum Di Indonesia Dari 

Masa Kolonial Sampai Reformasi,” Journal of Scientech Research and Development, Vol. 7, no. 2 

(2025). 
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1899 sebagai sumber primer untuk melihat transformasi sistem pencatatan 

NTCR. 

Kedua, penelitian Maulida Fitriani, Angel Evelin Saragih Sitio, dan 

Taufiqurrohman Syahuri (2024) membahas dinamika dan pengaruh politik 

hukum kolonial Belanda terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia.22 

enelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum kolonial berpengaruh 

terhadap perkembangan dan posisi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat 

pribumi. Kajian ini penting karena memberikan konteks mengenai hubungan 

antara kebijakan pemerintah kolonial dan perkembangan hukum Islam di 

Indonesia. Namun, kajian tersebut lebih berorientasi pada dinamika politik 

hukum kolonial dalam lingkup yang luas dan belum secara khusus mengkaji 

bagaimana kebijakan tersebut diwujudkan dalam administrasi hukum keluarga 

pada tingkat lokal Banten. Penelitian ini mengambil ruang kajian yang lebih 

spesifik dengan melihat regulasi pencatatan NTCR dalam Roepa-Roepa Keur 

1899 serta konteks sosial yang melatarbelakanginya. 

Ketiga, penelitian Moses Sihombing dan Etmi Hardi (2026) mengenai 

penghulu Minangkabau pada masa kolonial Belanda membahas perubahan peran 

dan otoritas penghulu dalam sistem pemerintahan nagari pada abad XIX–XX.23 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kolonial terhadap lembaga 

 
22 Maulida Fitriani dkk., “Dinamika Dan Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda 

Terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia,” Jurnal Batavia, Vol. 1, no. 6 (Desember 

2024), hlm. 313–322. 

23 Moses Sihombing dan Etmi Hardi, "Penghulu Minangkabau pada Masa Kolonial 

Belanda: Perubahan Peran dan Otoritas dalam Sistem Pemerintahan Nagari Abad XIX–XX," 

INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer, Vol. 01, No. 03 (2026), hlm. 

2543–2552. 
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keagamaan tidak berlangsung secara seragam, tetapi berhubungan dengan 

struktur sosial dan kelembagaan lokal. Penelitian ini memiliki relevansi yang 

kuat karena memperlihatkan pentingnya melihat perubahan peran penghulu 

dalam konteks sosial dan lokal. Perbedaannya, penelitian Sihombing dan Hardi 

berfokus pada Minangkabau, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian 

pada Banten dengan sumber primer berupa Roepa-Roepa Keur 1899. Dengan 

demikian, penelitian ini berupaya melihat bagaimana perubahan administrasi 

dan kewenangan penghulu berlangsung dalam konteks sosial-historis 

masyarakat Banten. 

Keempat, Athoillah Islamy (2020) mengkaji dinamika historis otoritas 

kepenghuluan nikah di Indonesia dari masa kerajaan Islam, masa kolonial, 

hingga masa setelah kemerdekaan.24 Penelitian tersebut menunjukkan adanya 

perubahan fungsi dan otoritas penghulu seiring dengan perubahan struktur 

pemerintahan dan perkembangan birokrasi negara. Kajian ini relevan karena 

kedudukan penghulu merupakan salah satu unsur penting dalam sistem 

pencatatan perkawinan. Namun, penelitian tersebut membahas dinamika 

kepenghuluan dalam cakupan historis yang lebih luas dan tidak secara khusus 

menguraikan sistem pencatatan NTCR sebagaimana diatur dalam Roepa-Roepa 

Keur 1899 di Banten. Penelitian ini memfokuskan kajian pada regulasi lokal 

tersebut untuk melihat hubungan antara perubahan kewenangan penghulu 

dengan pembentukan sistem administrasi NTCR. 

 
24 Athoillah Islamy, “Dinamika Historis Otoritas Hak Kepenghuluan Nikah di Indonesia,” 

Islamitsch Familierecht Journal, Vol. 1, No. 01 (2020), hlm. 1–22. 
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Kelima, penelitian Jumain Azizi dan Muzawir (2023) membahas 

reformasi hukum perkawinan dan pencatatan perkawinan di berbagai negara 

Muslim.25 Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan 

merupakan bagian dari perkembangan administrasi hukum keluarga dalam 

negara-negara Muslim modern. Kajian tersebut memberikan perspektif 

mengenai hubungan antara hukum keluarga Islam dan perkembangan sistem 

administrasi negara. Namun, sifat penelitian yang komparatif dan berorientasi 

pada negara-negara Muslim menjadikannya berbeda dengan penelitian ini yang 

berfokus pada perkembangan historis sistem pencatatan NTCR dalam konteks 

lokal Banten pada masa kolonial. 

Keenam, penelitian Wisnu Indradi (2025) membahas pencatatan 

perkawinan melalui perspektif maqāṣid al-syarī’ah.26 Penelitian tersebut 

menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen penting dalam 

memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota keluarga. Kajian 

ini memperlihatkan perkembangan pemikiran normatif mengenai kedudukan 

pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam. Meskipun demikian, 

pendekatan tersebut berbeda dengan penelitian ini yang tidak berfokus pada 

penilaian normatif terhadap kedudukan pencatatan perkawinan, melainkan pada 

proses transformasi historis sistem pencatatan NTCR serta konteks sosial yang 

melingkupinya. 

 
25 Jumain Azizi dan Muzawir, “Reformasi Hukum Perkawinan: “Pencatatan Perkawinan di 

Berbagai Negara Muslim,” Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan 

Mazhab, Vol. 3, no. 1 (2023), hlm. 97–116. 

26 Wisnu Indradi, “Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Tambahan 

Perspektif Maqashid Asy-syari’ah Jamaluddin Atiyah.” 
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Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa 

kajian mengenai sejarah hukum, politik hukum kolonial, kelembagaan penghulu, 

dan pencatatan perkawinan telah berkembang dalam berbagai perspektif. 

Namun, masih terdapat ruang kajian mengenai transformasi sistem pencatatan 

NTCR dalam konteks lokal Banten dengan menggunakan Roepa-Roepa Keur 

Reglement Tahun 1899 sebagai sumber primer. Penelitian terdahulu juga 

menunjukkan pentingnya memperhatikan hubungan antara perubahan regulasi 

dengan perubahan kelembagaan dan kondisi sosial masyarakat. Atas dasar itu, 

penelitian ini memusatkan kajian pada transformasi sistem pencatatan NTCR di 

Banten dalam regulasi Roepa-Roepa Keur 1899, kemudian meninjaunya melalui 

perspektif sejarah sosial hukum Islam untuk memahami hubungan antara 

perubahan regulasi, struktur kewenangan, otoritas keagamaan, pemerintahan, 

dan kehidupan sosial masyarakat Banten. 

E. Kerangka Teoritik 

Penelitian mengenai transformasi sistem pencatatan nikah, talak, cerai, 

dan rujuk (NTCR) di Banten memerlukan kerangka teoritik yang dapat 

menjelaskan perubahan hukum tidak hanya sebagai perubahan ketentuan 

normatif, tetapi juga sebagai proses yang berlangsung dalam konteks sosial, 

kelembagaan, dan historis tertentu. Atas dasar itu, penelitian ini menggunakan 

perspektif sejarah sosial dalam studi hukum Islam yang dikembangkan oleh Akh. 

Minhaji. Perspektif tersebut digunakan untuk memahami perkembangan sistem 

pencatatan NTCR sebagai bagian dari perubahan kehidupan sosial dan 

kelembagaan masyarakat Muslim, khususnya di Banten. Dengan perspektif ini, 
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perkembangan sistem pencatatan NTCR tidak hanya dilihat melalui perbedaan 

ketentuan hukum antarkurun waktu, tetapi juga melalui aktor yang menjalankan 

kewenangan, lembaga yang menyelenggarakan fungsi hukum, serta kondisi 

sosial dan historis yang melingkupinya. 

Minhaji menjelaskan bahwa perkembangan kajian sejarah menunjukkan 

pergeseran dari sejarah yang terutama berorientasi pada tokoh, penguasa, dan 

elite menuju kajian yang memberikan perhatian lebih besar terhadap masyarakat 

dan kehidupan sosial.27 Perkembangan tersebut melahirkan sejarah sosial yang 

memperhatikan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk struktur sosial, 

hubungan antarkelompok, kehidupan sehari-hari, dan lembaga-lembaga yang 

berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Minhaji 

menempatkan kajian Sartono Kartodirdjo mengenai pemberontakan petani 

Banten tahun 1888 sebagai salah satu contoh penting penelitian sejarah yang 

memberikan perhatian terhadap masyarakat sebagai bagian dari proses sejarah.28 

Hal tersebut menunjukkan bahwa Banten memiliki posisi penting dalam 

perkembangan kajian sejarah sosial di Indonesia. 

Perspektif sejarah sosial relevan bagi penelitian ini karena sistem 

pencatatan NTCR tidak berlangsung dalam ruang hukum yang terpisah dari 

kehidupan masyarakat. Pencatatan perkawinan, talak, cerai, dan rujuk 

melibatkan hubungan antara masyarakat, aktor, dan lembaga yang memiliki 

 
27 Akh. Minhaji, Sejarah Sosial dalam Studi Islam Teori, Metodologi, dan Implementasi, 

edisi revisi (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013), hlm. 42–45. 

28 Ibid., hlm. 45. 
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kewenangan dalam penyelenggaraannya. Pada periode yang berbeda, 

kewenangan tersebut dapat ditempatkan pada aktor dan lembaga yang berbeda 

pula. Oleh karena itu, perkembangan sistem pencatatan NTCR perlu dipahami 

melalui hubungan antara aturan hukum, aktor pelaksana, kelembagaan, dan 

masyarakat dalam lingkungan sosial tertentu. Dengan demikian, hukum tidak 

hanya dipahami sebagai seperangkat norma, tetapi juga sebagai praktik 

kelembagaan yang berlangsung dalam ruang dan waktu tertentu. 

Dalam kerangka tersebut, Minhaji juga menekankan pentingnya sejarah 

lokal (local history) dalam penelitian sejarah sosial.29 Sejarah lokal 

memungkinkan suatu persoalan dikaji secara lebih terfokus pada wilayah 

tertentu, tetapi tetap ditempatkan dalam hubungan dengan struktur sosial, politik, 

dan kelembagaan yang lebih luas.30 Prinsip ini menjadi dasar penelitian dalam 

menjadikan Banten sebagai lokus kajian. Banten tidak diposisikan sebagai ruang 

yang berdiri sendiri, melainkan sebagai wilayah yang berada dalam hubungan 

dengan perkembangan struktur pemerintahan, hukum, dan kelembagaan pada 

tingkat yang lebih luas. Oleh karena itu, transformasi sistem pencatatan NTCR 

di Banten dipahami dalam hubungan antara kondisi lokal dengan perkembangan 

struktur kekuasaan dan hukum pada masa kolonial maupun setelah 

kemerdekaan. 

Pendekatan sejarah lokal tersebut sekaligus memberikan ruang untuk 

memperhatikan aktor dan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan NTCR. 

 
29 Ibid., hlm. 50-51. 

30 Ibid. 
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Penghulu, pejabat pemerintahan, kepala desa, lembaga keagamaan, dan 

masyarakat tidak semata-mata dipandang sebagai unsur administratif, tetapi 

sebagai bagian dari hubungan sosial dan kelembagaan yang membentuk 

pelaksanaan hukum pada masing-masing periode. Perhatian terhadap aktor dan 

institusi menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana kewenangan 

ditempatkan, bagaimana aturan dijalankan, dan bagaimana praktik pencatatan 

NTCR berlangsung dalam kehidupan masyarakat. 

Selain sejarah sosial dan sejarah lokal, Minhaji mengembangkan 

perhatian terhadap sejarah sosial pemikiran hukum Islam, yaitu pendekatan yang 

menempatkan perkembangan pemikiran dan praktik hukum Islam dalam 

hubungan dengan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang 

melingkupinya.31 Hukum Islam dengan demikian tidak dipahami sebagai 

sesuatu yang berkembang secara terpisah dari masyarakat, tetapi sebagai bagian 

dari proses historis yang melibatkan hubungan antara pemikiran hukum, aktor, 

lembaga, dan kondisi sosial pada suatu masa. Pendekatan ini relevan dengan 

penelitian mengenai pencatatan NTCR karena sistem tersebut berada pada 

pertemuan antara norma hukum Islam, kebijakan pemerintahan, kelembagaan 

keagamaan, dan kebutuhan administratif masyarakat. Dengan demikian, 

perubahan sistem pencatatan NTCR tidak cukup dijelaskan melalui perubahan 

isi peraturan, tetapi juga perlu dianalisis melalui perubahan kewenangan, 

kelembagaan, hubungan antarlembaga, serta praktik penyelenggaraannya. 

 
31 Ibid., hlm. 51-55. 
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Dalam kerangka sejarah sosial hukum Islam tersebut, Minhaji 

menggunakan tiga kata kunci penting, yaitu otoritas, kontinuitas, dan 

perubahan.32 Ketiganya memberikan dasar untuk memahami perkembangan 

hukum Islam sebagai proses historis yang melibatkan pihak-pihak yang 

memiliki kewenangan, unsur-unsur yang tetap berlangsung, dan unsur-unsur 

yang mengalami pergeseran. Kerangka ini juga berkaitan dengan perhatian Wael 

B. Hallaq terhadap persoalan otoritas dalam perkembangan hukum Islam.33 

Dalam penelitian ini, otoritas digunakan untuk mengidentifikasi pihak dan 

lembaga yang memiliki serta menjalankan kewenangan dalam penyelenggaraan 

pencatatan NTCR pada setiap periode. Kontinuitas digunakan untuk 

mengidentifikasi fungsi, kebutuhan, atau praktik yang tetap berlangsung 

meskipun terjadi perubahan konteks hukum, politik, dan kelembagaan. 

Sementara itu, perubahan digunakan untuk mengidentifikasi pergeseran dalam 

kewenangan, kelembagaan, pembagian tugas, prosedur, dokumentasi, 

pembiayaan, pengawasan, dan dasar hukum pencatatan NTCR. 

Ketiga konsep tersebut digunakan secara bersamaan karena perubahan 

historis tidak selalu berarti terputusnya hubungan dengan sistem sebelumnya. 

Suatu fungsi dapat tetap berlangsung meskipun aktor, lembaga, prosedur, atau 

dasar hukumnya berubah. Sebaliknya, perubahan kelembagaan dapat 

berlangsung tanpa menghilangkan seluruh fungsi yang telah berkembang 

sebelumnya. Dalam penelitian ini, otoritas, kontinuitas, dan perubahan menjadi 

 
32 Ibid., hlm. 55. 

33 Ibid., hlm. 56. 
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perangkat analitis untuk membaca perkembangan sistem pencatatan NTCR di 

Banten secara diakronis: otoritas digunakan untuk melihat siapa yang berwenang 

dan bagaimana kewenangan ditempatkan; kontinuitas untuk melihat unsur atau 

fungsi yang tetap berlangsung; dan perubahan untuk melihat unsur yang 

mengalami pergeseran atau penataan. 

Berdasarkan kerangka tersebut, transformasi dalam penelitian ini 

dipahami sebagai proses perubahan sistem pencatatan NTCR yang berlangsung 

secara historis melalui pergeseran kewenangan, kelembagaan, prosedur, dan 

praktik penyelenggaraan, tetapi tetap memperlihatkan keberlanjutan fungsi atau 

unsur tertentu dari periode sebelumnya. Dengan pengertian ini, transformasi 

tidak dipahami sebagai penggantian secara menyeluruh terhadap sistem 

terdahulu, melainkan sebagai proses yang memperlihatkan hubungan antara 

perubahan dan kontinuitas dalam penyelenggaraan NTCR. Dengan demikian, 

konsep transformasi memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar 

perubahan ketentuan hukum, karena mencakup perubahan dalam cara 

kewenangan, kelembagaan, prosedur, dan praktik hukum-administratif disusun 

dan dijalankan dalam konteks historis tertentu. 

Sebagai konsep operasional, transformasi digunakan untuk membaca 

perkembangan sistem pencatatan NTCR di Banten secara diakronis. Analisis 

diarahkan pada beberapa aspek, yaitu kewenangan penghulu, pembagian tugas 

dan wilayah kerja, hubungan antarlembaga, mekanisme pemberitahuan, 

dokumentasi melalui surat keterangan dan register, pembiayaan, pengawasan, 

serta dasar hukum. Aspek-aspek tersebut digunakan untuk mengidentifikasi 
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bentuk dan arah perubahan sistem pencatatan NTCR antara kondisi otoritas 

keagamaan Banten sebelum 1899 dan pengaturan yang dibentuk melalui 

Reglement Nomor 16 pada Roepa-roepa Keur Reglement Hal Politie dan 

Prentah serta Berbagei-bagei Peraturan Jang Perloe Boewat Sekalian Prijai-

prijai di Residentie Bantam 1899 . Melalui aspek-aspek tersebut, penelitian tidak 

hanya membandingkan bentuk sistem pada dua periode, tetapi menelusuri proses 

pergeseran dan keberlanjutan yang membentuk sistem pencatatan NTCR. 

Pada saat yang sama, konsep transformasi tidak digunakan untuk 

menganggap bahwa perkembangan sistem pencatatan NTCR merupakan 

penggantian secara menyeluruh terhadap sistem sebelumnya. Penelitian tetap 

memperhatikan unsur-unsur yang menunjukkan kesinambungan, terutama 

keberlangsungan fungsi keagamaan penghulu dan hubungan penyelenggaraan 

perkawinan, talak, cerai, dan rujuk dengan ketentuan hukum Islam. Dengan 

demikian, perubahan kelembagaan dan administratif dapat dianalisis bersamaan 

dengan keberlanjutan fungsi tertentu yang tetap memiliki arti dalam 

penyelenggaraan hukum keluarga Islam. 

Dengan kerangka tersebut, penelitian ini tidak hanya menelusuri 

perubahan regulasi pencatatan NTCR, tetapi menganalisis transformasi 

kewenangan, kelembagaan, prosedur, dan praktik administrasinya dalam 

konteks sosial-historis Banten. Perspektif sejarah sosial Minhaji digunakan 

untuk menempatkan perubahan tersebut dalam hubungan antara aktor, lembaga, 

masyarakat, dan struktur hukum pada setiap periode, sedangkan otoritas, 

kontinuitas, dan perubahan menjadi perangkat analitis untuk menjelaskan 
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bagaimana sistem pencatatan NTCR mengalami pergeseran sekaligus 

mempertahankan fungsi tertentu dari masa kolonial hingga periode setelah 

kemerdekaan. Dengan demikian, transformasi sistem pencatatan NTCR di 

Banten dipahami sebagai proses historis yang memperlihatkan hubungan antara 

pergeseran otoritas, perubahan kelembagaan dan praktik, serta keberlanjutan 

fungsi hukum dan keagamaan. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan kajian sejarah sosial dalam studi hukum Islam 

yang berupaya menelusuri dan menganalisis transformasi sistem pencatatan 

nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR) di wilayah Banten dengan menjadikan 

Roepa-Roepa Keur Reglement Hal Politie dan Prentah serta Berbagei-bagei 

Peraturan Jang Perloe Boewat Sekalian Prijai-prijai di Residentie Bantam 

tahun 1899 sebagai salah satu sumber primer utama. Untuk menghasilkan kajian 

yang sistematis dan ilmiah, penelitian ini menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode 

kepustakaan (library research). Metode ini digunakan karena sumber utama 

penelitian berupa dokumen, regulasi, dan berbagai literatur tertulis yang 

berkaitan dengan perkembangan sistem pencatatan NTCR di Banten. 

Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti menelusuri perkembangan 

sistem pencatatan NTCR secara historis melalui sumber-sumber primer dan 
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sekunder, kemudian menginterpretasikannya berdasarkan konteks sosial 

dan kelembagaan pada setiap periode. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan 

merekonstruksi perkembangan sistem pencatatan NTCR di Banten 

berdasarkan sumber-sumber sejarah dan regulasi yang relevan, kemudian 

menganalisis transformasi tersebut melalui pendekatan sejarah sosial Akh. 

Minhaji. Analisis diarahkan pada perubahan kewenangan dan kelembagaan, 

unsur-unsur yang mengalami kontinuitas, serta aspek-aspek yang 

mengalami perubahan dalam sistem pencatatan NTCR dari masa kolonial 

hingga perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial hukum Islam 

sebagaimana dikembangkan oleh Akh. Minhaji. Pendekatan ini digunakan 

untuk memahami transformasi sistem pencatatan NTCR di Banten tidak 

semata-mata sebagai perubahan ketentuan dalam regulasi, tetapi sebagai 

proses historis yang berkaitan dengan perubahan kondisi sosial, 

kelembagaan, otoritas, dan kebutuhan masyarakat Muslim.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi 

dokumentasi, yaitu penelusuran, pengumpulan, dan pengkajian terhadap 

berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber 

data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. 
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a. Sumber data primer meliputi: (1) Roepa-Roepa Keur Reglement Hal 

Politie dan Prentah serta Berbagei-bagei Peraturan Jang Perloe Boewat 

Sekalian Prijai-prijai di Residentie Bantam tahun 1899. Kumpulan 

peraturan-peraturan ini dapat diakses di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Banten (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan (4) Peraturan-peraturan yang 

mengatur kelembagaan KUA dan mekanisme pencatatan NTCR. 

b. Sumber data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, hasil 

penelitian, dan berbagai literatur akademik yang berkaitan dengan 

sejarah hukum Islam, sejarah sosial Banten, politik hukum kolonial, 

perkembangan kelembagaan penghulu, hukum keluarga Islam, serta 

perkembangan administrasi pencatatan perkawinan di Indonesia. 

Literatur yang berkaitan dengan pemikiran Akh. Minhaji, khususnya 

Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan Implementasi, 

digunakan sebagai landasan dalam menerapkan pendekatan sejarah 

sosial dalam penelitian ini. 

5. Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif melalui 

analisis historis, analisis isi, dan interpretasi sejarah sosial. Analisis historis 

digunakan untuk merekonstruksi perkembangan sistem pencatatan NTCR 

secara kronologis, sedangkan analisis isi digunakan untuk mengkaji 
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substansi regulasi yang berkaitan dengan pencatatan NTCR. Selanjutnya, 

hasil analisis diinterpretasikan melalui pendekatan sejarah sosial Akh. 

Minhaji dengan melihat aspek otoritas, kontinuitas, dan perubahan dalam 

transformasi sistem pencatatan NTCR di Banten. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan penelitian ini disusun secara berurutan untuk 

menjelaskan transformasi sistem pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk 

(NTCR) di Banten melalui hubungan antara landasan konseptual, perkembangan 

historis, konteks sosio-historis Banten, sumber primer Roepa-roepa Keur 

Reglement Tahun 1899, dan perspektif sejarah sosial Akh. Minhaji. Susunan ini 

diperlukan agar transformasi sistem pencatatan NTCR tidak dipahami semata-

mata sebagai perubahan ketentuan administratif, tetapi dapat ditelusuri melalui 

perubahan otoritas, kelembagaan, mekanisme penyelenggaraan, dokumentasi, 

pembiayaan, dan pengawasan, sekaligus memperhatikan unsur-unsur yang 

menunjukkan kontinuitas. Atas dasar tersebut, penelitian ini disusun dalam lima 

bab yang saling berkaitan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan merupakan dasar dan arah penelitian. Bab ini memuat 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Bab ini diperlukan untuk menjelaskan persoalan yang diteliti, posisi penelitian 

terhadap kajian terdahulu, perspektif yang digunakan, serta metode yang 

menjadi dasar dalam menelusuri dan menganalisis sumber. Dengan demikian, 

Bab I memberikan landasan awal bagi keseluruhan pembahasan penelitian. 
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Bab II Sistem Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk di Indonesia 

dan Konteks Sosio-Historis Banten membahas landasan konseptual, historis, dan 

analitis yang diperlukan sebelum memasuki sumber primer tahun 1899. Bab ini 

terdiri atas empat subbab, yaitu Konsep Perkawinan, Talak, Cerai, dan Rujuk 

dalam Hukum Islam; Perkembangan Sistem Pencatatan NTCR di Indonesia; 

Konteks Sosio-Historis Banten; dan Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam 

Akh. Minhaji. Subbab pertama memberikan dasar untuk memahami NTCR 

sebagai peristiwa hukum dalam hukum keluarga Islam. Subbab kedua 

menempatkan perkembangan pencatatan NTCR di Banten dalam proses sejarah 

yang lebih luas di Indonesia. Subbab ketiga diperlukan untuk menjelaskan 

kondisi masyarakat, otoritas keagamaan, penghulu, serta perubahan struktur 

pemerintahan Banten yang menjadi lingkungan sosial-historis lahirnya 

pengaturan NTCR. Adapun subbab keempat memberikan perspektif untuk 

membaca hubungan antara hukum, masyarakat, otoritas, perubahan, dan 

kontinuitas. Dengan demikian, Bab II berfungsi sebagai landasan untuk 

memahami bahwa sistem pencatatan NTCR tahun 1899 merupakan bagian dari 

proses sejarah yang lebih panjang dan tidak muncul dalam ruang sosial yang 

kosong. 

Bab III Roepa-roepa Keur Reglement Hal Politie dan Prentah Tahun 

1899 sebagai Regulasi Lokal Pencatatan NTCR di Banten membahas dan 

merekonstruksi sistem pencatatan NTCR berdasarkan sumber primer penelitian. 

Bab ini meliputi kedudukan dan karakteristik Roepa-roepa Keur Tahun 1899 

sebagai regulasi lokal, sistem administrasi pencatatan NTCR dalam Reglement 
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Nomor 16 Tahun 1899, serta sintesis sistem pencatatan NTCR dalam Reglement 

tersebut. Bab ini diperlukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai 

bagaimana pencatatan NTCR diatur dan diselenggarakan pada masa tersebut, 

termasuk mengenai kewenangan, kelembagaan, prosedur, dokumentasi, 

pembiayaan, dan pengawasan. Rekonstruksi ini menjadi penting karena analisis 

transformasi pada bab berikutnya harus bertumpu pada ketentuan sumber primer 

yang terlebih dahulu dipahami secara utuh. 

Bab IV Analisis Transformasi Sistem Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan 

Rujuk di Banten dalam Perspektif Sejarah Sosial Akh. Minhaji merupakan 

bagian utama penelitian yang menganalisis temuan pada Bab III dengan 

menggunakan perspektif sejarah sosial Akh. Minhaji. Pembahasan diarahkan 

pada empat aspek, yaitu reorganisasi otoritas penghulu dan pembagian 

kewenangan NTCR; perubahan mekanisme penyelenggaraan NTCR dan relasi 

antarlembaga; administrasi NTCR melalui dokumentasi dan register; serta 

pembiayaan dan pengawasan. Pembagian tersebut diperlukan untuk 

menunjukkan secara lebih jelas aspek-aspek yang mengalami perubahan dan 

unsur-unsur yang tetap berlanjut dalam penyelenggaraan NTCR. Melalui 

perspektif Minhaji, perubahan tersebut tidak dipahami sebagai putusnya sistem 

lama secara keseluruhan, melainkan sebagai proses transformasi yang 

memperlihatkan hubungan antara perubahan kelembagaan dan keberlanjutan 

fungsi hukum serta keagamaan dalam masyarakat Banten. 

Bab V Penutup merupakan bagian akhir penelitian yang terdiri atas 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil rekonstruksi dan 
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analisis untuk menjawab rumusan masalah serta merumuskan bentuk 

transformasi sistem pencatatan NTCR di Banten dan unsur-unsur kontinuitas 

yang menyertainya. Sementara itu, saran disusun berdasarkan temuan penelitian 

sebagai kontribusi bagi pengembangan kajian sejarah hukum keluarga Islam, 

khususnya mengenai hubungan antara hukum, administrasi, otoritas keagamaan, 

kelembagaan, dan masyarakat dalam konteks historis. 

Dengan susunan tersebut, pembahasan penelitian bergerak secara 

bertahap dari landasan dan arah penelitian (Bab I), landasan konseptual serta 

konteks historis dan analitis (Bab II), rekonstruksi sistem pencatatan NTCR 

berdasarkan sumber primer tahun 1899 (Bab III), hingga analisis 

transformasinya dalam perspektif sejarah sosial Akh. Minhaji (Bab IV), yang 

kemudian dirumuskan dalam kesimpulan (Bab V). Urutan ini memungkinkan 

penelitian tidak berhenti pada penggambaran isi regulasi, tetapi dapat 

menjelaskan proses perubahan sistem pencatatan NTCR sekaligus 

mengidentifikasi unsur-unsur yang menunjukkan kesinambungan.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transformasi sistem pencatatan 

nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR) di Banten dalam Roepa-Roepa Keur 

Reglement Hal Politie dan Prentah serta Berbagei-bagei Peraturan Jang Perloe 

Boewat Sekalian Prijai-prijai di Residentie Bantam Tahun 1899, serta 

analisisnya melalui perspektif sejarah sosial Akh. Minhaji, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Transformasi sistem pencatatan NTCR di Banten dalam Reglement Nomor 

16 Tahun 1899 tampak pada perubahan penyelenggaraan NTCR dari praktik 

yang bertumpu pada fungsi pejabat agama menuju sistem yang diatur 

melalui kewenangan, wilayah kerja, prosedur, dokumentasi, pembiayaan, 

dan pengawasan. Reglement menetapkan penghulu distrik dan penghulu 

onderdistrik sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam perkawinan, 

talak, dan rujuk menurut wilayah masing-masing, disertai ketentuan 

mengenai batas kewenangan dan sanksi. Pelaksanaan NTCR juga 

melibatkan penghulu amil, kepala desa, dan Raad Agama, sehingga 

penyelenggaraannya berlangsung melalui hubungan kerja antaraparat. Pada 

aspek pencatatan, perkawinan, talak, dan rujuk didokumentasikan melalui 

surat keterangan dan register dengan unsur informasi tertentu, sedangkan 

pemberitahuan antarpenghulu menghubungkan catatan mengenai peristiwa 

yang terjadi pada waktu dan wilayah yang berbeda. Selain itu, pengaturan 
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parakasak, pembagian penerimaan, penyetoran bagian untuk kas masjid, 

serta pemeriksaan register dan penerimaan menunjukkan bahwa aspek 

keuangan telah menjadi bagian dari administrasi penyelenggaraan NTCR. 

Dengan demikian, Reglement Nomor 16 Tahun 1899 menunjukkan 

terbentuknya sistem NTCR yang lebih terdokumentasi, berjenjang, 

teritorial, dan berada dalam mekanisme pertanggungjawaban administratif. 

Temuan ini sejalan dengan sintesis Bab III yang menempatkan Reglement 

sebagai regulasi yang membentuk administrasi NTCR secara berjenjang. 

2. Dalam perspektif sejarah sosial Akh. Minhaji, transformasi tersebut dapat 

dipahami sebagai proses yang memperlihatkan hubungan antara otoritas, 

kontinuitas, dan perubahan. Perubahan sistem NTCR tidak menunjukkan 

hilangnya fungsi keagamaan penghulu ataupun terputusnya hubungan 

masyarakat Muslim dengan hukum keluarga Islam. Fungsi penghulu dalam 

perkawinan, talak, dan rujuk tetap dipertahankan, demikian pula sejumlah 

unsur hukum Islam tetap menjadi bagian dari substansi yang dilaksanakan 

dan dicatat. Yang mengalami perubahan terutama adalah lingkungan 

kelembagaan dan cara kewenangan tersebut dijalankan. Otoritas penghulu 

memperoleh bentuk yang semakin terikat pada jabatan, wilayah, prosedur, 

dokumen, serta pengawasan pemerintahan. Dengan demikian, transformasi 

NTCR di Banten tidak tepat dipahami sebagai penggantian langsung antara 

sistem hukum Islam dan administrasi kolonial, melainkan sebagai 

perubahan cara fungsi hukum dan keagamaan yang telah hidup dalam 

masyarakat ditempatkan dalam struktur kelembagaan kolonial. Hal ini 
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terlihat pula dalam pencatatan, ketika substansi tertentu seperti keadaan 

talak tetap berkaitan dengan hukum keluarga Islam, sedangkan bentuk 

pembuktian dan pengelolaannya mengalami perubahan administratif.  

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Reglement 

Nomor 16 Tahun 1899 merupakan bagian dari proses reorganisasi dan 

institusionalisasi penyelenggaraan NTCR di Banten. Transformasi tersebut 

berlangsung bukan dengan menghapus peran otoritas keagamaan, tetapi dengan 

menempatkannya dalam susunan kelembagaan yang memiliki batas 

kewenangan, pembagian tugas, tata pencatatan, pengelolaan penerimaan, dan 

mekanisme pengawasan yang lebih teratur. Dalam kerangka sejarah sosial Akh. 

Minhaji, keadaan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan hukum keluarga 

Islam perlu dipahami bersama dengan perubahan hubungan antara masyarakat, 

otoritas keagamaan, dan struktur pemerintahan yang mengelilinginya. Dengan 

demikian, transformasi NTCR di Banten pada akhir abad ke-19 merupakan 

proses perubahan kelembagaan dan administratif yang berlangsung di atas 

keberlanjutan fungsi serta kebutuhan keagamaan masyarakat Muslim. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan sumber yang ditemukan, 

terdapat beberapa saran yang dapat diajukan: 

1. Bagi penelitian sejarah hukum keluarga Islam, Roepa-Roepa Keur 

Reglement Nomor 16 Tahun 1899 perlu ditempatkan sebagai sumber 

penting untuk memahami perkembangan administrasi NTCR pada tingkat 

lokal. Kajian terhadap peraturan kolonial sebaiknya tidak hanya diarahkan 
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pada isi normatifnya, tetapi juga pada hubungan antara peraturan, 

kelembagaan penghulu, pemerintahan lokal, dan kehidupan masyarakat 

yang menjadi lingkungan penerapannya. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, kajian mengenai sistem pencatatan NTCR di 

Banten dapat diperdalam dengan menelusuri sumber-sumber primer yang 

belum berhasil diperoleh dalam penelitian ini, khususnya Besluit Residen 

Banten tanggal 3 November 1897 Nomor 7458/38 dan tanggal 15 Januari 

1898 Nomor 331/38 yang disebut dalam Fatsal 13 Reglement Nomor 16 

Tahun 1899. Demikian pula, bentuk dan isi lengkap Register A, A.1, C, C.1 

serta surat keterangan B.1 dan D.1 dapat ditelusuri lebih lanjut apabila 

sumber tersebut tersedia di arsip. Penelusuran sumber-sumber tersebut 

penting untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai praktik 

administrasi NTCR di Banten pada akhir abad ke-19. 

3. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan membandingkan 

Reglement Nomor 16 Tahun 1899 dengan peraturan mengenai NTCR yang 

berlaku di wilayah lain atau dengan regulasi yang muncul setelahnya. 

Perbandingan tersebut dapat membantu menjelaskan apakah pola 

kewenangan, pencatatan, pembiayaan, dan pengawasan yang ditemukan di 

Banten merupakan karakteristik khusus Banten atau bagian dari 

kecenderungan yang lebih luas dalam perkembangan administrasi hukum 

keluarga Islam pada masa kolonial 

4. Bagi penelitian sejarah sosial hukum Islam di Banten, kajian selanjutnya 

dapat memperluas sumber dan objek penelitian dengan menelusuri arsip 
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pemerintahan kolonial, dokumen kepenghuluan, arsip keagamaan, serta 

sumber lokal lainnya. Hal tersebut diperlukan untuk mengetahui lebih jauh 

bagaimana ketentuan administratif dalam Roepa-roepa Keur diterapkan 

dalam kehidupan masyarakat, termasuk bagaimana masyarakat, penghulu, 

kepala desa, dan pejabat pemerintahan menjalankan serta merespons sistem 

pencatatan NTCR tersebut. 

5. Bagi peneliti dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan 

awal untuk melihat perkembangan administrasi hukum keluarga Islam di 

Banten sebagai proses historis yang memiliki kesinambungan dengan 

perkembangan sistem pencatatan pada masa berikutnya. Namun, 

penggunaan penelitian ini sebagai rujukan hendaknya tetap memperhatikan 

keterbatasan sumber primer yang tersedia, sehingga kesimpulan mengenai 

praktik di tingkat masyarakat tidak diperluas melebihi apa yang dapat 

dibuktikan oleh sumber sejarah. 

6. Bagi penelitian berikutnya yang menggunakan perspektif Akh. Minhaji, tiga 

kata kunci berupa otoritas, kontinuitas, dan perubahan dapat dikembangkan 

lebih mendalam dengan menghubungkannya dengan pengalaman 

masyarakat sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan sistem 

administrasi. Dengan demikian, kajian tidak hanya mampu menjelaskan 

perubahan struktur kelembagaan, tetapi juga dapat memberikan gambaran 

yang lebih utuh mengenai bagaimana transformasi hukum keluarga Islam 

diterima, dijalankan, dan mengalami perkembangan dalam kehidupan sosial 

masyarakat.
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